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History Artikel Abstrract

This community service activity aims to empower mosque youth through maqashid-
Received: 24 January 2026 based Islamic family law literacy as a preventive strategy against child marriage. The
Revised: 19 February 2026 persistence of child marriage remains a significant social issue, particulatly in coastal and

Accepted: 29 March 2026 rural communities, and is influenced by limited legal awareness, entrenched socio-

cultural norms, and partial religious understanding that tends to emphasize formal

Keyword legality rather than substantive objectives. This program applies a Community-Based
child marriage; Research (CBR) approach involving 47 mosque youth as active participants. The
community implementation includes several stages, namely social mapping to identify community
empowerment; legal conditions, development of legal literacy modules based on maqashid al-shariah,
literacy; maqashid al- participatory training sessions, and the formation of peer educators to ensure program
shariah; mosque youth. | sustainability. Data were collected through observation, interviews, focus group

discussions, and pre- and post-tests to measure changes in participants’ knowledge and
attitudes. The results indicate a significant increase in legal literacy, with an improvement
of 45-60%, along with a notable shift in participants’ perspectives toward delaying
marriage until achieving adequate psychological, social, and economic readiness. The
magqashid-based approach proved effective in transforming normative religious
perspectives into more contextual and substantive legal awareness. This activity
highlights the strategic role of mosque-based empowerment as a culturally relevant and
sustainable approach to strengthening community legal awareness and preventing child
marriage, particularly by positioning youth as agents of social change within their
communities.
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PENDAHULUAN

Fenomena perkawinan anak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu
faktor utama adalah tekanan ekonomi, di mana kemiskinan menjadi pendorong signifikan yang mendorong
keluarga untuk menikahkan anak sebagai strategi mengurangi beban finansial rumah tangga(Nurmila &
Windiana, 2023). Selain itu, norma budaya dan agama turut berperan dalam melanggengkan praktik ini.
Nilai-nilai tradisional yang bersifat patriarkal, ditambah dengan interpretasi keagamaan tertentu, sering kali
menormalisasi perkawinan anak di berbagai komunitas(Syahrudin Hidayat et al., 2023), (Dalimoenthe et al.,
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2023), (Nisa, 2020). Hambatan dalam akses pendidikan juga menjadi faktor penting, terutama bagi anak
perempuan di wilayah pedesaan, sehingga memperkuat siklus perkawinan dini yang sulit diputus(Sti Endah
Kinasih et al., 2025). Di sisi lain, tekanan sosial seperti kekhawatiran terhadap kehormatan keluarga, risiko
kehamilan di luar nikah, serta upaya mencegah hubungan pranikah turut memperkuat praktik perkawinan
anak(Retnowulandari et al., 2024), (Purwanti & Natalis, 2020).

Dampak dari perkawinan anak sangat luas dan multidimensional. Dari sisi pendidikan, perkawinan
dini mengganggu keberlanjutan pendidikan formal, sehingga membatasi peluang masa depan, khususnya
bagi perempuan, serta memperpanjang siklus kemiskinan(Amberi, 2023). Dari aspek kesehatan, anak yang
menikah pada usia dini menghadapi risiko yang lebih tinggi terhadap komplikasi kehamilan, kematian ibu,
serta gangguan psikologis(Hayatudin & Syaekhudin, 2025), (Fitriahadi et al., 2025). Sementara itu, dalam
dimensi kesejahteraan sosial dan ekonomi, perkawinan anak seringkali berujung pada ketidakamanan
ekonomi, meningkatnya potensi kekerasan dalam rumah tangga, serta terbatasnya mobilitas social (Nugroho
et al,, 2025).

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi persoalan ini. Dari aspek hukum, reformasi melalui
amandemen Undang-Undang Perkawinan tahun 2019 merupakan langkah penting untuk menyelaraskan
kebijakan nasional dengan standar hak asasi manusia internasional, meskipun implementasinya masih
menghadapi berbagai tantangan (Dalimoenthe et al., 2023). Selain itu, pendekatan melalui pendidikan dan
peningkatan kesadaran juga dilakukan, seperti program pendidikan berbasis gender dan literasi kesehatan
reproduksi yang bertujuan memberdayakan generasi muda serta menckan angka perkawinan anak (Nisa,
2020), (Latifiani et al., 2022). Keterlibatan masyarakat menjadi elemen krusial, di mana sinergi antara
pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh agama diperlukan untuk mengatasi faktor-faktor
budaya dan ekonomi yang menjadi akar permasalahan (Syahrudin Hidayat et al., 2023).

Namun demikian, upaya tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Celah hukum, khususnya
dalam bentuk dispensasi perkawinan yang diberikan oleh penungadilan, sering kali melemahkan efektivitas
batas usia minimum perkawinan (Hayatudin & Syaekhudin, 2025), (Nugroho et al., 2025). Selain itu,
resistensi budaya yang kuat, termasuk tradisi dan interpretasi keagamaan yang telah mengakar, kerap kali
bertentangan dengan norma hukum yang berlaku (Nisa, 2020), (Asep Saepullah et al., 2025). Oleh karena
itu, diperlukan strategi kebijakan yang lebih komprehensif yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum,
tetapi juga menyasar akar permasalahan seperti kemiskinan, keterbatasan pendidikan, dan ketidaksetaraan
gender (Asep Saepullah et al., 2025), (Ratnaningsih et al., 2022).

Rendahnya literasi hukum dan kuatnya norma sosial yang mengakar merupakan dua faktor utama
yang saling berkaitan dalam melanggengkan praktik perkawinan anak. Rendahnya pemahaman masyarakat
terhadap hak-hak hukum, khususnya di kalangan perempuan dan remaja, menjadi hambatan signifikan
dalam upaya menentang praktik-praktik yang merugikan tersebut. Di Filipina, misalnya, rendahnya literasi
hukum perempuan Muslim diperparah oleh norma budaya yang membatasi otonomi mereka, sehingga
berdampak pada rendahnya partisipasi dalam pendidikan, peketjaan, dan pengambilan keputusan (Solamo-
Antonio, 2015). Kondisi serupa juga terjadi di Malaysia, di mana mualaf Muslim menghadapi berbagai
persoalan hukum akibat minimnya pemahaman terhadap sistem hukum yang berlaku, yang menunjukkan
pentingnya program literasi hukum yang lebih terarah(Samuri & Nabees Khan, 2021) . Di Indonesia,
rendahnya kesadaran hukum di wilayah pedesaan semakin memperparah praktik perkawinan anak, terutama
karena pendidikan sering kali kurang dihargai, khususnya bagi anak perempuan, serta adanya tekanan
ckonomi yang mendorong keluarga untuk menikahkan anak lebih dini (Sti Endah Kinasih et al., 2025) .

Selain literasi hukum, norma sosial dan budaya memiliki peran yang sangat kuat dalam
mempertahankan praktik perkawinan anak. Di Indonesia, misalnya, terdapat mitos bahwa menolak lamaran
akan menyebabkan perempuan tidak menikah seumur hidup, sehingga menciptakan tekanan sosial yang
besar, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah (Nisa, 2020) . Fenomena serupa juga ditemukan di
Niger, di mana norma komunitas mengenai usia dan pilihan pasangan sangat memengaruhi tingginya angka
perkawinan anak, dengan usia perkawinan yang lebih rendah berkorelasi dengan rendahnya otonomi
perempuan (Shakya et al., 2020). Norma sosial ini sering kali berkelindan dengan ketimpangan ekonomi
dan gender, sehingga semakin memperkuat praktik tersebut. Di Zimbabwe, misalnya, meskipun pemimpin
adat berupaya menekan praktik perkawinan anak, mereka tetap menghadapi resistensi akibat kuatnya bias
budaya dan praktik perkawinan yang dilakukan secara tersembunyi (Muzingili, 2025).

Di sisi lain, berbagai intervensi yang selama ini dilakukan cenderung menggunakan pendekatan top-
down yang kurang efektif karena tidak melibatkan masyarakat secara aktif. Pendekatan semacam ini sering
kali gagal menyentuh akar permasalahan yang bersifat kultural dan struktural. Oleh karena itu, diperlukan
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pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh lokal, orang tua, dan remaja sebagai aktor utama
perubahan. Sebagai contoh, di Gresik, Indonesia, program kemitraan masyarakat dikembangkan dengan
menggunakan modul pendidikan berbasis gender dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran tentang
bahaya perkawinan anak (Sri Endah Kinasih et al., 2025). Sementara itu, di Maroko, meskipun reformasi
hukum telah menaikkan batas usia minimum perkawinan, efektivitasnya masih terbatas akibat sikap
patriarkal yang kuat dan lemahnya implementasi kebijakan. Dalam konteks ini, pendidikan dan
pemberdayaan ekonomi dipandang sebagai pelengkap penting bagi intervensi hukum (Sabbe et al., 2013).

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, dipetrlukan strategi yang lebih komprehensif dan
kontekstual dalam menangani perkawinan anak. Pertama, penguatan literasi hukum menjadi langkah krusial,
terutama melalui program edukasi yang menyasar perempuan dan remaja, baik melalui kurikulum
pendidikan formal maupun pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan informasi (Saraev
et al,, 2021). Kedua, ketetlibatan masyarakat petlu diperkuat dengan memberdayakan tokoh adat dan
pemimpin lokal dalam proses advokasi dan pengambilan keputusan, sehingga perubahan norma dapat
terjadi secara internal dalam komunitas (Muzingili, 2025). Ketiga, peningkatan akses pendidikan dan
dukungan ekonomi bagi keluarga menjadi faktor penting dalam menyediakan alternatif selain perkawinan
anak, sehingga akar permasalahan dapat ditangani secara lebih berkelanjutan (Mendoza Tascon et al., 2016).

Masjid sebagai institusi keagamaan memiliki potensi strategis dalam membangun kesadaran hukum
dan kesejahteraan sosial masyarakat, meskipun peran ini dalam banyak konteks masih belum dimanfaatkan
secara optimal. Berbagai studi menunjukkan bahwa masjid dapat berfungsi sebagai ruang edukasi hukum
yang efektif, khususnya dalam merespons persoalan sosial. Salah satu contoh dapat dilihat pada program
intervensi keluarga berbasis masjid di Kabupaten Malang, yang menyediakan layanan edukasi hukum,
konseling, dan advokasi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Program ini tidak hanya meningkatkan
pemahaman korban terhadap hak-hak hukum mereka, tetapi juga mendorong penyelesaian non-litigasi yang
sejalan dengan prinsip maqashid syariah, khususnya dalam perlindungan jiwa (hifz an-nafs) dan keutuhan
keluarga (Cholil et al., 2025). Di wilayah lain seperti Aceh dan Sumatera Barat, masjid juga berperan melalui
kegiatan pengajian yang membahas hukum Islam. Namun demikian, frekuensi kegiatan tersebut masih
relatif terbatas, sehingga potensinya dalam membentuk pemahaman hukum Islam yang moderat dan
mendorong harmoni sosial belum maksimal (M.]akfar et al., 2025).

Dalam konteks pengembangan hukum Islam yang lebih substantif, pendekatan maqashid syariah
menawarkan kerangka yang relevan dan adaptif. Maqashid syariah menekankan perlindungan terhadap nilai-
nilai dasar manusia seperti jiwa, akal, dan keturunan, sehingga memungkinkan hukum Islam untuk
menjawab berbagai persoalan kontemporer(‘Auda, 2008). Pendekatan ini telah digunakan dalam berbagai
isu modern, seperti pelestarian lingkungan, perlindungan hak asasi manusia, dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat, yang menunjukkan fleksibilitas dan relevansinya dalam konteks kekinian (Al-Tamimi &
Abdellatif, 2026) . Di Indonesia, pendekatan maqashid syariah juga berperan penting dalam
mengontekstualisasikan hukum Islam dalam sistem hukum nasional, schingga mampu mendorong
inklusivitas serta harmonisasi dengan norma global tanpa mengabaikan identitas budaya lokal (Al-Tamimi
& Abdellatif, 2026).

Namun demikian, temuan empiris di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara
potensi normatif tersebut dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Hasil observasi awal dan diskusi
partisipatif dengan pengurus remaja masjid serta tokoh masyarakat di Desa Pasar Lama, Kecamatan Ipuh,
Kabupaten Mukomuko, menunjukkan bahwa mayoritas remaja memiliki pengetahuan yang sangat minim
mengenai batas usia perkawinan yang sah menurut hukum nasional maupun hukum Islam. Dari 47 remaja
yang terlibat dalam Focus Group Discussion (FGD), hanya 9 orang (19,1%) yang mengetahui bahwa usia
minimum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah 19 tahun bagi laki-laki dan
perempuan. Pemahaman terhadap konsep maslahat perkawinan dalam perspektif maqashid syariah juga
masih sangat terbatas, sehingga banyak remaja bersikap permisif terhadap praktik perkawinan anak,
terutama karena tekanan ekonomi, budaya lokal, dan minimnya figur pembimbing hukum yang memadai
(Azni et al,, 2025).

Lebih lanjut, melalui pemetaan sosial berbasis pendekatan Community-Based Research (CBR),
ditemukan adanya kesenjangan pengetahuan antara tokoh agama dan generasi muda. Meskipun tokoh
agama memiliki pemahaman yang relatif memadai terkait hukum keluarga Islam, mereka belum memiliki
media, metode, maupun strategi pedagogis yang efektif untuk mentransmisikan pengetahuan tersebut
kepada remaja masjid secara sistematis dan kontekstual. Kondisi ini menunjukkan bahwa problem utama
bukan hanya terletak pada ketiadaan pengetahuan, tetapi juga pada lemahnya mekanisme distribusi
pengetahuan dalam komunitas keagamaan.
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Di sisi lain, terdapat potensi besar yang belum dioptimalkan. Remaja masjid di wilayah pesisir
Bengkulu, meskipun secara ekonomi tergolong marginal, memiliki tingkat partisipasi keagamaan yang tinggi,
semangat belajar yang kuat, serta jejaring sosial yang solid dalam komunitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa
dengan pendekatan pemberdayaan berbasis masjid yang tepat, serta pengembangan literasi hukum keluarga
Islam melalui modul edukatif yang kontekstual, remaja dapat diposisikan sebagai agen perubahan dalam
upaya pencegahan perkawinan anak secara partisipatif.

Jika kesenjangan ini tidak segera diintervensi, maka praktik perkawinan anak di wilayah pesisir
berpotensi terus meningkat dan berdampak pada berbagai persoalan sosial, seperti tingginya angka
perceraian, putus sekolah, kemiskinan antar generasi, serta munculnya disfungsi dalam struktur keluarga.
Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini menjadi penting dan mendesak untuk dilaksanakan sebagai upaya
menutup celah literasi hukum, memperkuat peran remaja masjid dalam advokasi hukum keluarga Islam,
serta membangun sistem edukasi hukum berbasis komunitas yang berkelanjutan dan kontekstual dengan
nilai lokal serta prinsip maqashid syatiah (Al-Tamimi & Abdellatif, 20206).

Berangkat dari permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan
literasi hukum perkawinan di kalangan remaja masjid, khususnya terkait batas usia perkawinan dan prinsip-
prinsip perlindungan dalam hukum keluarga Islam; (2) menginternalisasikan nilai-nilai maqashid syariah
sebagai kerangka berpikir dalam memahami tujuan perkawinan secara substantif, tidak semata-mata
formalistik; serta (3) membentuk remaja masjid sebagai agen perubahan yang mampu melakukan edukasi
dan advokasi hukum keluarga Islam secara partisipatif di lingkungan komunitasnya.

Secara operasional, kegiatan ini dirancang melalui pendekatan pemberdayaan berbasis masjid
dengan model Community-Based Research (CBR) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif
dalam proses pembelajaran dan transformasi sosial. Melalui pengembangan modul literasi hukum yang
kontekstual, pelatihan partisipatif, serta pembentukan fasilitator sebaya, kegiatan ini diharapkan tidak hanya
menghasilkan peningkatan pengetahuan, tetapi juga perubahan sikap dan praktik sosial yang lebih selaras
dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam.

Kontribusi utama dari kegiatan pengabdian ini terletak pada integrasi antara pendekatan maqashid
syariah dan strategi pemberdayaan berbasis komunitas masjid dalam membangun kesadaran hukum
keluarga Islam. Pendekatan ini menawarkan model intervensi yang tidak hanya normatif, tetapi juga
transformatif, dengan menempatkan remaja sebagai aktor kunci dalam mencegah praktik perkawinan anak.
Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model replikasi dalam penguatan literasi hukum
berbasis komunitas di wilayah lain dengan karakteristik sosial yang serupa.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan Community-Based Research (CBR) yang
meneckankan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah
hingga evaluasi program(MacCaughelty, 2025) . Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa program
vang dilaksanakan bersifat kontekstual, sesuai dengan kebutuhan lokal, serta berkelanjutan karena
melibatkan masyarakat sebagai subjek utama. Mitra kegiatan adalah 47 remaja masjid yang berada di wilayah
pesisit Bengkulu, yang dipilih berdasarkan tingkat partisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan dan
representasi kelompok usia remaja.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur. Tahap pertama adalah
pemetaan sosial (social mapping) yang bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi awal masyarakat, termasuk
tingkat literasi hukum remaja, faktor penyebab perkawinan anak, serta potensi lokal yang dapat
dikembangkan. Kegiatan ini dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dengan tokoh masyarakat
dan pengurus masjid, serta Focus Group Discussion (FGD) dengan remaja masjid.

Tahap kedua adalah penyusunan modul literasi hukum perkawinan berbasis maqashid syariah.
Modul ini dirancang secara kontekstual dengan mengintegrasikan aspek hukum nasional (Undang-Undang
Perkawinan) dan hukum Islam, serta nilai-nilai maqashid syariah seperti perlindungan jiwa, akal, dan
keturunan. Penyusunan modul juga mempertimbangkan karakteristik peserta agar materi mudah dipahami
dan aplikatif.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan pelatihan pattisipatif, yang dilakukan melalui metode dialogis dan
interaktif (Becerra Garcfa & Mora Rosales, 2025). Metode ini meliputi diskusi kelompok, studi kasus,
simulasi, serta refleksi pengalaman peserta, sehingga mendorong keterlibatan aktif dan pemahaman kritis
terhadap materi yang disampaikan.
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Tahap keempat adalah pembentukan fasilitator sebaya (peer educator), yaitu memilih dan melatih
beberapa peserta untuk menjadi agen perubahan di lingkungan mereka. Fasilitator sebaya ini berperan dalam
menyebarluaskan pengetahuan serta menginisiasi diskusi lanjutan di komunitas remaja masjid.

Tahap kelima adalah evaluasi kegiatan, yang dilakukan untuk mengukur efektivitas program.
Evaluasi dilakukan melalui instrumen pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan literasi hukum
peserta, serta melalui observasi dan diskusi reflektif untuk melihat perubahan sikap dan pemahaman peserta
terhadap praktik perkawinan anak.

Data kegiatan dikumpulkan melalui berbagai teknik, yaitu observasi partisipatif, wawancara
mendalam, Focus Group Discussion (FGD), serta dokumentasi kegiatan. Analisis data dilakukan secara
deskriptif untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta, serta analisis kualitatif untuk memahami
perubahan persepsi dan dinamika sosial yang terjadi selama kegiatan berlangsung

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan temuan utama kegiatan pengabdian yang berfokus pada perubahan literasi
hukum dan sikap remaja masjid terhadap praktik perkawinan anak. Penyajian hasil didasarkan pada data
kuantitatif (pre-test dan post-test) serta data kualitatif yang diperoleh melalui observasi dan diskusi
kelompok terarah (FGD), sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas
intervensi berbasis maqashid syariah.

Kondisi Awal Literasi Hukum Remaja Masjid
Tabel 1. Kondisi Awal Literasi Hukum Remaja Masjid

No Indikator Literasi Hukum Jumlah (n=47) Persentase (%)
Mengetahui batas usia perkawinan (UU 0

! No. 16/2019) ) 19,1%

2 Tidak mengetahui batas usia perkawinan 38 80,9%

3 Memahami konsep magqashid  syariah 1 23.4%
dalam perkawinan

4 Tidak memahami maqashid syariah 36 76,6%

Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas remaja memiliki literasi hukum yang rendah, baik dalam
aspek hukum nasional maupun maqashid syariah. Kondisi ini menjadi faktor penting dalam munculnya
sikap permisif terhadap perkawinan anak.

Hasil pemetaan sosial dan pre-test menunjukkan bahwa tingkat literasi hukum perkawinan di
kalangan remaja masjid masih tergolong rendah. Dari 47 peserta, hanya 9 orang (19,1%) yang mengetahui
batas usia minimum perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sebagian besar peserta
memahami perkawinan hanya dari perspektif normatif keagamaan, yaitu sebatas terpenuhinya rukun dan
syarat, tanpa mempertimbangkan aspek kesiapan psikologis, sosial, dan ekonomi.

Selain itu, pemahaman terhadap konsep maqashid syariah juga masih sangat terbatas. Mayoritas
peserta belum mampu mengaitkan tujuan hukum Islam—seperti perlindungan jiwa, akal, dan keturunan—
dengan praktik perkawinan. Kondisi ini menyebabkan munculnya sikap permisif terhadap perkawinan anak,
terutama dalam konteks tekanan ekonomi dan budaya lokal.

Temuan ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga
berdampak pada pembentukan sikap sosial remaja terhadap praktik perkawinan anak. Hal ini sejalan dengan
teori norma sosial yang menyatakan bahwa praktik sosial yang merugikan cenderung direproduksi dalam
masyarakat yang memiliki tingkat literasi hukum rendah dan norma kolektif yang kuat (Tsuneki & Zasu, 2015),
(Kobis et al., 2025).

Implementasi Program dan Dinamika Partisipasi

Pelaksanaan kegiatan pengabdian melalui pendekatan Community-Based Research (CBR)
menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dari peserta. Metode dialogis dan partisipatif yang digunakan
dalam pelatihan mendorong keterlibatan aktif remaja dalam proses pembelajaran. Diskusi kelompok, studi
kasus, dan simulasi terbukti efektif dalam membuka ruang refleksi kritis terhadap praktik perkawinan anak
yang selama ini dianggap wajar.

Tabel 3. Perubahan Sikap Peserta terhadap Perkawinan Anak
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No Indikator Sikap Sebelum (%) Sesudah (%)
1 Setuju menikah usia dini 51,1% 12,8%
Tidak setuju menikah usia dini 48,9% 87,2%

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa Terjadi perubahan sikap yang signifikan, di mana
mayoritas peserta setelah intervensi menunjukkan penolakan terhadap praktik perkawinan anak.

Proses ini mencerminkan terbentuknya kesadaran kritis (critical consciousness), di mana peserta
mulai mempertanyakan norma sosial yang sebelumnya diterima tanpa refleksi. Pendekatan dialogis semacam
ini sejalan dengan gagasan pendidikan pembebasan yang menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam
membangun pemahaman sosial (Pedruzzi & De Andrade, 2025).

Selain itu, ketetlibatan tokoh agama dalam kegiatan ini memberikan legitimasi sosial terhadap
materi yang disampaikan. Namun demikian, sebelum intervensi dilakukan, belum terdapat mekanisme yang
efektif untuk mentransmisikan pengetahuan hukum keluarga Islam kepada remaja secara sistematis. Hal ini
menguatkan temuan bahwa partisipasi komunitas merupakan faktor kunci dalam keberhasilan program
pemberdayaan (Cohen-Dar & Obeid, 2017).

Peningkatan Literasi Hukum dan Perubahan Sikap

Hasil evaluasi melalui post-test menunjukkan adanya peningkatan literasi hukum yang signifikan,
dengan kenaikan skor antara 45% hingga 60%. Peserta tidak hanya mampu memahami batas usia minimum
perkawinan, tetapi juga mulai menginternalisasi rasionalitas hukum tersebut dalam perspektif perlindungan
anak.

Lebih jauh, terjadi perubahan sikap yang cukup signifikan. Jika pada tahap awal sebagian peserta
cenderung permisif terhadap perkawinan anak, maka setelah mengikuti kegiatan, mayoritas peserta
menyatakan pentingnya menunda perkawinan hingga mencapai kesiapan yang matang. Perubahan ini
menunjukkan bahwa literasi hukum yang dikaitkan dengan nilai-nilai maqashid syariah mampu membentuk
kesadaran hukum yang lebih substantif.

Tabel 2. Peningkatan Literasi Hukum (Pre-Test vs Post-Test)

No Indikator Pre-Test (%) Post-Test (%) | Peningkatan (%)
1 Pengetahuan .batas usia 19.1% 78.7% +59.6%
perkawinan
2 Pemahaman dampak 25,5% 80,9% +55,4%
perkawinan anak
3 Pemahaman maqashid syariah 23.4% 70,2% +46,8%

Terjadi peningkatan signifikan pada seluruh indikator, yang menunjukkan efektivitas pendekatan
edukatif berbasis maqashid syariah dalam meningkatkan literasi hukum remaja.

Temuan ini sejalan dengan berbagai studi yang menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan dan
literasi hukum berkontribusi signifikan dalam menurunkan praktik perkawinan anak (Shukla et al, 2024).
Dengan demikian, intervensi berbasis edukasi menjadi strategi penting dalam mengubah perilaku sosial yang
berisiko.

Peran Fasilitator Sebaya dan Transformasi Sosial

Pembentukan fasilitator sebaya menjadi salah satu output strategis dalam kegiatan ini. Peserta yang
memiliki kapasitas lebih baik dilatth untuk menjadi agen edukasi di lingkungan mereka. Fasilitator ini
berperan dalam menyebarluaskan pengetahuan serta memfasilitasi diskusi lanjutan di komunitas remaja
masjid.

Pendekatan ini efektif karena perubahan sosial cenderung lebih mudah diterima jika berasal dari
kelompok sebaya. Dalam perspektif teori norma sosial, perubahan perilaku lebih berkelanjutan jika
didorong oleh mekanisme internal komunitas dibandingkan intervensi eksternal (Veenstra, 2026).

Selain itu, keberadaan fasilitator sebaya juga berkontribusi dalam menggeser norma sosial secara
bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan tidak hanya menghasilkan peningkatan
pengetahuan, tetapi juga membangun struktur sosial baru yang mendukung perubahan perilaku.

Tabel 4. Output Program Pengabdian

| No | Output Kegiatan | Capaian
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1 Peserta terlibat 47 remaja

2 Modul literasi hukum 1 modul berbasis maqashid
3 Fasilitator sebaya terbentuk 8 orang

4 Sesi pelatihan 4 sesi utama

5 FGD dan refleksi 3 kali

Analisis dalam Perspektif Maqashid Syariah

Jika dianalisis dalam perspektif maqashid syariah, kegiatan ini berkontribusi pada perlindungan
tujuan utama hukum Islam, khususnya petlindungan terhadap jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-‘aql), dan
keturunan (hifz an-nasl). Peningkatan literasi hukum serta kesadaran untuk menunda perkawinan
mencerminkan upaya menjaga kualitas kehidupan individu dan keluarga.

Pendekatan maqashid syariah memungkinkan peserta memahami bahwa hukum Islam tidak hanya
bersifat normatif, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (‘Auda,
2008), (Kamali, 2022). Dengan demikian, perkawinan tidak lagi dipahami secara formalistik, melainkan sebagai
institusi sosial yang harus memenuhi prinsip kesiapan dan tanggung jawab.

Lebih lanjut, integrasi antara pendekatan maqashid syariah dan pemberdayaan berbasis masjid
menunjukkan bahwa institusi keagamaan dapat berfungsi sebagai agen transformasi sosial yang efektif. Hal
ini menjawab kesenjangan yang sebelumnya ditemukan antara potensi normatif masjid dan realitas praktik
di lapangan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum perkawinan di kalangan
remaja masjid merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap sikap permisif terhadap praktik
perkawinan anak. Kondisi awal memperlihatkan bahwa sebagian besar peserta belum memahami batas usia
minimum perkawinan maupun prinsip-prinsip maqashid syariah sebagai dasar dalam membangun keluarga
yang maslahat.Melalui pendekatan Community-Based Research (CBR) yang bersifat partisipatif dan
dialogis, kegiatan ini berhasil meningkatkan literasi hukum peserta secara signifikan, dengan peningkatan
pengetahuan mencapai 45-60%. Selain itu, terjadi perubahan sikap yang nyata, di mana mayoritas peserta
setelah intervensi menunjukkan kecenderungan untuk menunda perkawinan hingga mencapai kesiapan yang
matang secara psikologis, sosial, dan ekonomi.

Integrasi pendekatan maqashid syariah dalam literasi hukum terbukti efektif dalam
menggeser pemahaman peserta dari yang bersifat normatif-formal menuju pemahaman yang lebih
substantif dan kontekstual. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat aspek kognitif, tetapi juga
membentuk kesadaran etis dalam memahami tujuan perkawinan dalam Islam. Selain itu,
pembentukan fasilitator sebaya menjadi strategi penting dalam memastikan keberlanjutan program.
Remaja masjid yang dilibatkan sebagai agen perubahan memiliki potensi besar dalam
menyebarluaskan pengetahuan serta mendorong transformasi norma sosial di lingkungan
komunitasnya.Dengan demikian, kegiatan ini menegaskan bahwa pemberdayaan berbasis masjid
dengan pendekatan maqashid syariah merupakan model yang efektif dan kontekstual dalam
meningkatkan kesadaran hukum keluarga Islam serta mencegah praktik perkawinan anak. Model
ini berpotensi untuk direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik sosial yang serupa guna
mendukung pembangunan keluarga yang lebih berkualitas dan berkeadilan..
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